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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa variabel yang 
mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di kota 
Palembang. Variabel yang mempengaruhinya antara lain adalah PDRB, jumlah 
kunjungan piisien dan jumlah penduduk.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kurun waktu, yaitu 
data sekunder yang berasal dari berbagai macam sumber. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini analisis kualitatis dan kuantitatif kemudian diformulasikan 
dalam suatu model persamaan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, jumlah kunjungan pasien dan 
jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 
secara siginfikan dengan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dari retribusi ini 
termasuk dalam kategori cukup efisien dan sangat efektif.

Penelitian ini memberikan beberapa saran, yakni; 1) perlunya peningkatan 
dalam upaya untuk dapat mewujudkan tercapainya sistem pembiayaan kesehatan 
yang efisien, dan efektif yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dalam 
rangka menuju Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang lebih 
baik, 2) perlunya meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan, kuantitas dan 
kualitas tenaga medis serta jaringan puskesmas yang dapat mempengaruhi 
pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci : PDRB, jumlah kunjungan pasien, jumlah penduduk dan retribusi, 
retribusi pelayanan kesehatan.



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dab Daerah merupakan landasan bagi pemerintah provinsi, kota,

dan kabupaten untuk membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri

dengan lebih mengandalkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh

daerah yang bersangkutan. Kedua undang-undang ini telah membawa perubahan

dasar pada pola antara hubungan antara pusat dan daerah serta memberikan

implikasi adanya desentralisasi yang akan menyebabkan otonomi daerah

diperluas, baik jangkauan maupun kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber

keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah. Menurut Halim (2001: 06), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan 

otonomi daerah adalah : (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah 

tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah; (2) ketergantungan kepada pusat harus seminimal 

mungkin.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi hubungan antara pusat dan 

daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
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harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan 

pemerintahan. Untuk melihat daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah 

satunya dapat diukur melalui kineija keuangan daerah. Menurut Musgrave dan 

Musgrave (1991: 372), dalam mengukur kineija keuangan daerah dapat 

menggunakan derajat desentralisasi fiscal antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam melihat kinerja keuangan daerah juga dapat menggunakan derajat 

kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari 

daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Semakin tinggi derajatnya, maka 

suatu daerah semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan 

dari pemerintah pusat dan juga dapat menunjukkan kineija keuangan yang positif 

didaerah tersebut.

Kineija keuangan daerah yang positif diartikan sebagai kemandirian 

keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung 

pelaksanakan otonomi di daerahnya dengan menggali dan memanfaatkan sumber- 

sumber penerimaannya sendiri (Halim, 2004: 8-9).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2,

disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah meliputi : (1) Pendapatan

Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbanga, (3) lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari ketiga sumber penrerimaan tersebut, penerimaan dari PAD merupakan salah

satu sumber penerimaan penting bagi daerah, karena pendapatan ini seluruhnya

digali dan berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan

salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk mendapatakan dana

pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya.
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Suatu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan 

pendapatan asli daerah ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerahnya. Besar 

kecilnya PAD dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing- 

masing daerah. Jika potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah semakin 

besar, maka menunjukkan bahwa potensi PAD didaerahnya juga semakin besar 

(Susilo dalam Adriana, 200: 4). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan 

meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan 

efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus 

berupaya menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya 

memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Daerah yang 

berhasil meningkatkan PADnya secara nyata berarti daerah tersebut telah dapat 

memanfaatkan semua potensi yang ada didaerahnya secara optimal.

Kota Palembang adalah salah satu daerah yang dapat memanfaatkan

potensi ekonomi yang bersumber dari PADnya. Hal ini dapat dilihat dengan

semakin meningkatnya penerimaan PAD kota Palembang dari tahun ke tahun.

Peningkatan PAD ini dapat menunjukkan bahwa adanya kinerja keuangan daerah

yang positif di Kota Palembang. Pada Tabel 1.1 berikut menunjukkan

peningkatan PAD Kota Palembang dari tahun ke tahun.
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Dari Tabel diatas, diketahui bahwa PAD Kota Palembang yang bersumber dari

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain PAD yang sah, dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Palembang lebih menitik 

beratkan penerimaan daerahnya kepada kepada beberapa sumber penerimaan

relevan serta disebabkan karena semakin

penerimaan

daerahnya yang dianggap tidak 

meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Palembang untuk membayar pajak 

daerah terlebih lagi dalam retribusi daerah.

Maksimisasi PAD ini dapat berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah, karena pemberi kontribusi terbesar PAD adalah dua 

komponen tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah daerah tidak 

menambah pungutan yang bersifat pajak atau tidak menambah jenis pajak baru. 

Jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi. Kebijakan untuk

meningkatkan retribusi daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pungutan

retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa publik.

Peningkatan retribusi secara retribusi secara otomatis akan mendorong

peningkatan kualitas layanan publik, karena masyarakat tentu tidak mau

membayar lebih tinggi bila layanan yang diterima sama saja kualitas dan

kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan

kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik melalui retribusi daerah

(Mardiasmo, 2000: 148-149).

Rertibusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Peraturan
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Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, pasal 1: 140). Retribusi daerah merupakan

sektor yang sangat besar potensinya untuk digali dan ditingkatkan 

pengelolahannya, karena retribusi daerah dipungut langsung atas balas jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan dari retribusi daerah juga 

merupakan sumber dana bagi penigkatan volume barang dan jasa guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah (Kaho, 1991: 156)

adalah:

1. Retribusi dipungut oleh Daerah.

2. dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daearah yang

langsung dapat ditunjuk.

3. retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam

jasa yang disediakan daerah.

Menurut Kustomi (1992: 50) fungsi dari retribusi penerimaan daerah adalah:

1. Penerima, fungsi penerima artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk

mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah untuk menutup anggaran belanja

pemerintah daerah, terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa

dan pelayanan kepada masyarakat pembayaran retribusi.

2. Pengatur, fungsi pengatur artinya pungutan retribusi dipakai sebagai alat atau

perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kota Palembang diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber

keuangan daerahnya dengan menetapkan jenis-jenis retribusi daerah selain yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan jenis-jenis retribusi daerah 

oleh pemerintah Kota Palembang ini hendaknya dapat memenuhi ciri-ciri 

retribusitelah disebutkan diatas sesuai dengan aspirasi masyarakat Kota
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Palembang itu sendiri. Beberapa diantara jenis retribusi daerah yang dipungut

oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang beserta realisasi penerimaanya pada

tahun 2006 dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Beberapa Jenis Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2006

Realisasi PenerimaanJenis Retribusi Daerah

1.999.458.470Retribusi Izin Gangguan

4.167.280.930Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 12.525.390.750

Retribusi Pembinaan dan Penyelengggaraan Reklame 1.398.997.462

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 2.437.097.200

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.479.920.160

Retribusi Terminal 1.405.754.200

Retribusi Izin Trayek 1.366.580.000

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.003.827.000

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair 551.789.404,50

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2006.

Dari ke -10 jenis retribusi daerah diatas, hanya retribusi pelayanan kesehatan yang 

akan dibahas lebih mendalam lagi. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan 

retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, 

Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat 

(Mardiasmo, 2002: 32). Retribusi pelayanan kesehatan adalah termasuk kedalam

jenis retribusi jasa pelayanan umum, retribusi ini disediakan oleh Pemerintah 

Daerah. Subjek retribusi pelayanan kesehatan ini adalah orang yang 

menggunakan jasa pelayanan kesehatan sedangkan objek retribusi pelayanan
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kesehatan sendiri adalah semua Puskesmas yang dibangun oleh pemerintah daerah 

dapat ditarik retribusinya atas pelayanan jasa kesehatan yang diberikan. 

Objek retribusi pelayanan kesehatan tersebut merupakan salah satu bagian dari 

aset daerah yang bisa memberikan kontribusi kepada daerah, aset daerah yang 

pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara harus dapat dikelolah 

optimal dengan prinsip efektif dan efesien terutama sarana dan prasarana yang 

dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 

tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan pelayanan 

laboratorium kesehatan lingkungan, beberapa komponen pelayanan kesehatan 

yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat 

adalah: (1) Puskesmas, (2) Puskesmas Pembantu, (3) Puskesmas Keliling,(4) 

Puskesmas dengan Perawatan dan Laboratorium. Dari beberapa objek retribusi 

pelayanan kesehatan tersebut, tentunya dapat memberikan kontribusi bagi 

penerimaan kontribusi bagi penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang, 

khususnya retribusi pelayanan kesehatan di Kota Palembang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis mengenai pemungutan retribusi 

pelayanan kesehatan Kota Palembang dari sudut pandang efisiensi dan efektivitas

yang

secara

serta pengaruh dari jumlah penduduk, jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan

PDRB kota palembang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di

Kota Palembang.
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1.2. Perumusan Masalah

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu retribusi daerah yang 

mempunyai peranan cukup penting dalam meningkatkan penerimaan daerah 

serta pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang 

berkaitan dengan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari perkembangan ekonomi (PDRB), jumlah 

kunjungan pasien ke Puskesmas dan jumlah penduduk terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kota Palembang ?

2. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi 

pelayanan kesehatan Kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, jumlah kunjungan pasien ke 

Puskesmas dan jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi

pelayanan kesehatan Kota Palembang ?

2. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi

pelayanan kesehatan di Kota Palembang ?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :



10

1. Akademis.

Sebagai bahan kajian bagi penelitian para akademisi khsusunya mahasiswa 

fakultas ekonomi mengenai penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

khususnya di Kota Palembang serta menambah dan memperkaya bahan 

kajian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan potemsi retribusi daerah 

khususnya retribusi pelayanan kesehatan.

2. Operasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

berguna bagi masyarakat, bagi Pemerintah Daerah untuk terus 

meningkatkan sumber penerimaan daerahnya, khususnya retribusi daerah 

dalam rangka otonomi daerah, serta diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada dalam bidang kajian ekonomi pembangunan dan

keuangan daerah khususnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah

satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Palembang. Penelitian ini

memusatkan studi pada hubungan antara penerimaan retribusi pelayanan

kesehatan dengan perkembangan ekonomi (PDRB), jumlah kunjungan pasien ke

Puskesmas dan jumlah penduduk di Kota Palembang yang dilihat dari sisi

elastisitasnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 

perkembangan ekonomi (PDRB), jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan
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jumlah pendudukan di Kota Palembang terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

kesehatan serta melihat bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas dari 

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kota Palembang ini.

1.5.2. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan kota Palembang dan Dinas 

Pendapatan Daerah kota Palembang serta dari hasil studi kepustakaan seperti 

artikel, dokumen, buku, internet dan lain sebagainya. Data penelitian ini 

mengambil data dari tahun 1997 sampai tahun 2006.

1.5.3. Teknik Analisis

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian menggunakan pendekatan

analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan

data pada tabel yang disajikan dan angka - angka yang diperoleh dalam

perhitungan guna mendapatkan gambaran tentang masalah penelitian yang

dilakukan dengan melakukandiangkat. Sedangkan analisis kuantitatif

perhitungan terhadap data yang tersedia untuk mengetahui bagaimana pengaruh

dari perkembangan ekonomi (PDRB), jumlah penduduk dan jumlah kunjungan

pasien ke Puskesmas terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota

Palembang serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan

retribusi pelayanan kesehatan, yang dirumuskan sebagai berikut:
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A. Analisis Pengaruh Perkembangan Ekonomi (PDRB), Jumlah Kunjungan 

Pasien ke Puskesmas dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Palembang

Untuk melihat pengaruh dari jumlah penduduk, jumlah kunjungan pasien 

ke Puskesmas dan perkembangan ekonomi (PDRB) terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan kesehatan digunakan model regresi linier berganda sebagai

berikut (Sulistyo, 2001: 303):

Ln PRPK = a + /?, ln PDRB + fcLnJKP + /32LnJP + e

Keterangan :

PRPK = Realisasi Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

= Konstanta 

= Koefisien Penduga

a

= Jumlah PendudukJP

= Jumlah Kunjungan Pasien Ke Puskesmas 

= Penerimaan PDRB Kota Palembang 

= Standard error.

JKP

PDRB

s

B. Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi

Pelayanan Kesehatan di kota Palembang

Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas penerimaan retribusi

pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut (Drucker

dalam Yulianto, 2004: 38) :

Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sejauhmana tujuan dapat dicapai dengan 

biaya yang digunakan dengan melihat rasio antara realisasi penerimaan

retribusi pelayanan kesehatan terhadap jumlah retribusi pelayanan kesehatan
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yang ditargetkan. Jika rasio realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

terhadap jumlah penetapan retribusi pelayanan kesehatan lebih besar atau 

sama dengan 100% maka retribusi tersebut efektif. Sebaliknya apabila rasio 

realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan terhadap jumlah penetapan

retribusi pelayanan kesehatan kurang dari 100% maka retribusi tersebut

dinyatakan tidak efektif.

_ Re alisasi Penerimaan Re tribusi Pelayanan Keseha tan 

T arg e t Penerimaan Re tribusi Pelayanan Keseha tan
x 100%Efektivitas

Efisiensi

Dapat diartikan sebagai upaya penggunaan input seminimal mungkin

untuk menghasilkan output semaksimal mungkin dengan melihat rasio antara

biaya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan (biaya operasional + upah

pungut) terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Jika rasio biaya 

yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan terhadap 

realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kurang dari 100% maka 

retribusi tersebut efisien yang berarti setiap biaya menghasilkan manfaat 

berupa penerimaan dan sebaliknya jika rasio biaya yang dikeluarkan dalam 

pemungutan retribusi pelayanan kesehatan terhadap realisasi penerimaan 

retribusi pelayanan kesehatan lebih dari 100% maka retribusi tersebut

dinyatakan tidak efisien.

_ Biaya Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Re alisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Keseha tan
Efisiensi xl00%
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1.6. Batasan Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah 

PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, karena bila 

menggunakan harga tetap maka perkembangan angka-angka pendapatan 

regional dari tahun ketahun semata-mata didasarkan pada perkembangan

riil.

2. Jumlah Penduduk adalah total keseluruhan dari jumlah penduduk yang ada

di Kota Palembang yang tercatat dalam periode tertentu.

3. Jumlah Kunjungan Pasien adalah totalitas dari kunjungan pasien yang

berobat ke Puskesmas yang terdapat di Kota Palembang dalam periode

tertentu.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

5. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana

akan terlihat hubungan yang langsung akan balas jasa yang diterima dari

pembayaran retribusi tersebut.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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7. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Peratutaran Daerah Kota 

Palembang Nomor 6 Tahun 2004, retribusi pelayanan kesehatan 

Merupakan realisasi penerimaan retribusi kesehatan masyarakat yang 

menggunakan jasa pelayanan kesehatan di PUSKESMAS.

8. Biaya Pemungutan adalah biaya total dari penjumlahan antara upah pungut 

dengan biaya operasional.

9. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Palembang untuk kegiatan operasional yang meliputi: Biaya 

operasional komponen pelayanan kesehatan di dalam dan di luar gedung, 

Pembinaan kesehatan ke masyarakat, Pembinaan SDM, Sarana dan 

prasarana kesehatan serta pemeliharaan sarana medik dan non medik.

10. Upah Pungut adalah besarnya biaya atau upah yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kesehatan dalam melakukan pemungutan, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai 

koordinator pemungut.

11. Efisiensi adalah upaya penggunaan input seminimal mungkin untuk 

menghasilkan output semaksimal mungkin dengan melihat rasio diantara 

biaya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan terhadap penerimaan

retribusi pelayanan kesehatan.

12. Efektivitas adalah sejauhmana tujuan dapat dicapai dengan biaya yang

digunakan dengan melihat rasio antara realisasi penerimaan retribusi

pelayanan kesehatan terhadap jumlah retribusi pelayanan kesehatan yang

ditargetkan.

*-SS'j4fK f'-*» ,

- y
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